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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD)

merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Dinas Sosial Kabupaten

Kepulauan Selayar mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan

program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar mengingat beberapa hal sebagai berikut :
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RENJA OPD adalah dokumen yang secara substansial merupakan
penjabaran dari visi, misi dan program OPD seperti yang
ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) OPD dan sesuai
arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD);

RENJA OPD merupakan acuan bagi OPD untuk memasukkan
program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan
dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun
2022;

RENJA OPD merupakan salah satu instrumen evaluasi
pelaksanaan program/kegiatan OPD untuk mengetahui capaian
kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT)

sebagai wujud dari kinerja OPD.



Mengingat arti strategis RENJA OPD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah
Daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen
RENJA Dinas Sosial Tahun 2022 mengikuti tata cara dan alur
penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun
sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;

2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan
program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026;

3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan
program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh
pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Daerah;

4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator
hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan

pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.



B. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan

Renja DInas Sosial Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
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Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan
Nama Kabupaten Kepulauan Selayar Menjadi Kabupaten
Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara  Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah



7. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2005 sampai dengan tahun
2025;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 — 2025;

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan

Selayar Tahun 2021-2026.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renja Dinas Sosia Tahun 2022 dimaksudkan
sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program
/ kegiatan Tahun 2021 dan perencanaan program/ kegiatan yang
akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun
2022.

2. Tujuan

Sedangakan tujuan disusunnya Renja Dinas Sosial Tahun
2022 ini adalah untuk menjadi acuan dalam Penyusunan
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.



D. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan
Renja Dinas Sosial Tahun 2022 meliputi :

BAB | PENDAHULUAN,
berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan
Tujuan serta Sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU,

berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu
dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-
isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review
Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan
Program dan Kegiatan.

BAB IIl TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN,

Berisi tentang : Tujuan dan sasaran Rencana Kerja OPD, serta
Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2021
disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan alokasi

anggaran Rp. 3.950.980.000,- dan terealisasi sebesar Rp.

3.515.265.131,- atau 88,97 % dari alokasi anggaran, adapun
rincian kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran
Rp.63.640.000 terealisasi sebesar Rp. 63.476.700,- atau 99,74
% dari alokasi anggaran., dengan 3 (tiga) sub kegitan sebagai
berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan
alokasi anggaran Rp. 13.640.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
13.580.000.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran Rp.

10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.970.000,-



Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran

Rp.40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.928.700,-

b) Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah dengan alokasi

anggaran Rp. 2.227.162.000,- dan terealisasi sebesar Rp.

2.236.304.842,- Atau dari alokasi anggaran, dengan 5 (lima)

sub kegiatan antara lain:

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan alokasi anggaran
Rp.2.237.162.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.196.974.842,-
Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD dengan alokasi
anggaran Rp.3.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
3.200.000,-

Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun
SKPD dengan alokasi anggaran Rp.10.000.000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 10.000.000,-

Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
dengan alokasi anggaran Rp.10.000.000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 9.330.000,-

Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan
bulanan/triwulanan/semesteran = SKPD dengan alokasi
anggaran Rp.16.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.

16.800.000,-

c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

dengan alokasi anggaran Rp.10.000.000,- dan terealisasi per 31



Desember 2021 sebesar Rp. 7.100.000,- atau 71 % dari alokasi

anggaran, dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan
fungsi dengan alokasi anggaran Rp.10.000.000,- dan
terealisasi sebesar Rp. 7.100.000,-

d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan
alokasi anggaran Rp.463.000.000,- dan terealisasi per 31
Desember 2021 sebesar Rp. 358.128.002,- atau 78 % dari
alokasi anggaran, dengan 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

Penyediaan bahan logistik kantor dengan alokasi anggaran
Rp.10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- Atau
100 % dari alokasi anggaran.

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi
anggaran Rp.25.000.000,- dan terealisasi per 31 Desember
2021 sebesar Rp. 24.316.000,-

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
dengan alokasi anggaran Rp.110.000.000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 6.250.000,-

- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan
alokasi anggaran Rp.318.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
317.562.002,-

e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran

Rp.168.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 167.476.700,- Atau



99,68 % dari alokasi anggaran, dengan 2 (Dua) sub kegiatan

yaitu :

- Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya dengan alokasi
anggaran Rp.143.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
142.650.700,-.

- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kantor atau
bangunan lainnya dengan alokasi anggaran Rp.25.000.000,-
dan terealisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp.
24.826.000,-

f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah dengan alokasi anggaran Rp.405.410.000,- dan
terealisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 491.607.869,- Atau
97,46 % dari alokasi anggaran, dengan 3 (Tiga) sub kegiatan
yaitu :

- Penyediaan jasa surat menyurat dengan alokasi anggaran
Rp.5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- Atau
100 % dari alokasi anggaran.

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
dengan alokasi anggaran Rp.82.000.000,- dan terealisasi per
31 Desember 2021 sebesar Rp. 78.286.669.

- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan alokasi
anggaran Rp.417.410.000,- dan terealisasi per 31 Desember

2021 sebesar Rp. 408.321.200,-.



g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran
Rp.192.830.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2021 sebesar
Rp. 191.169.018,- atau 99,29 % dari alokasi anggaran, dengan 3
(Tiga) sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan
perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan
alokasi anggaran Rp.144.470.000,- dan terealisasi per 31
Desember 2021 sebesar Rp. 143.349.342,-

Pemeliharaan aset tetap lainnya dengan alokasi anggaran
Rp.23.360.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.128.000,-.

- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan

lainnya dengan alokasi anggaran Rp.25.000.000,- dan

terealisasi sebesar Rp. 24.991.676,-

2.Program Pemberdayaan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial dengan output program dengan

alokasi  anggaran Rp. 384.360.000,- dan terealisasi per 31

Desember 2021 sebesar Rp. 331.993.200,- atau 86,37 % dari

alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dengan alokasi anggaran Rp.50.000.000,- dan terealisasi
per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- Atau 100 %

dari alokasi anggaran. Dengan 1 (Satu) sub kegiatan yaitu :
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Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT dengan alokasi anggaran
Rp.50.000.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2021 sebesar

Rp. 50.000.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.

b) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran
Rp.334.360.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2021 sebesar
Rp. 281.993.200,- atau 84,33 % dengan rincian sub kegiatan
sebagai berikut :
Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat
kewenangan Kab/Kota dengan alokasi anggaran
Rp.20.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.771.200,-.
Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial
kecamatan kewenangan Kab/Kota dengan alokasi anggaran
Rp.50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,- atau
100 % dari alokasi anggaran.
Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial
keluarga kewenangan Kab/Kota dengan alokasi anggaran
Rp.50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 47.000.000,-.
Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial
kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota dengan
alokasi anggaran Rp.194.360.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
146.580.000,-.
Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan

penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)
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dengan alokasi anggaran Rp.20.000.000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 19.642.000,-
3. Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial dengan dengan alokasi anggaran Rp.

2.767.890.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp.

2.750.052.100,- atau 99,38 % dari alokasi anggaran, adapun
rincian kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta
Gelandangan dan Pengemis diluar panti sosial dengan
alokasi anggaran Rp. 436.360.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
435.183.200,- atau 99,73 % dari alokasi anggaran, adapun
rincian Sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Permakanan dengan alokasi anggaran Rp.
50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.847.000,-
Penyediaan alat bantu, dengan alokasi anggaran Rp.
145.960.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 145.762.000,-

- Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang
disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta
gelandangan pengemis dan masyarakat, dengan alokasi
anggaran Rp. 152.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
151.872.800,- atau dari alokasi anggaran

- Pemberian layanan kedaruratan, dengan alokasi anggaran Rp.

40.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.39.770.000 ,-
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Pemberian layanan rujukan, dengan alokasi anggaran Rp.
48.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 47.931.400,-

b) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS
dan NAPZA diluar panti, dengan alokasi anggaran Rp.
2.331.530.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2021 sebesar
Rp. 2.314.868.900,- atau 99,28 % dari alokasi anggaran, adapun
rincian Sub kegiatan sebagai berikut:

Pemberian layanan data dan pengaduan, dengan alokasi
anggaran Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
49.402.000,-

- Penyediaan Permakanan, dengan alokasi anggaran Rp.
792.440.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 790.929.400,-

- Penyediaan Alat bantu, dengan alokasi anggaran Rp.
522.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 510.900.000,-

- Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga, dengan alokasi
anggaran Rp. 65.050.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
62.397.500,-

- Pembererian layanan rujukan, dengan alokasi anggaran Rp.
901.240.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 901.240.000,- atau

100 % dari alokasi anggaran
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4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial dengan dengan alokasi anggaran

Rp. 4.181.440.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2021

sebesar Rp. 3.843.649.400,- atau 91,92 % dari alokasi anggaran,

adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, dengan alokasi
anggaran Rp. 95.200.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2021
sebesar Rp. 95.030.000,- atau 99,82 % dari alokasi anggaran,
adapun rincian Sub kegiatan sebagai berikut:

- Penjangkauan anak-anak terlantar, dengan alokasi anggaran
Rp. 20.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,- atau
100 % dari alokasi anggaran

- Rujukan anak-anak terlantar, dengan alokasi anggaran Rp.
75.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 75.030.000,-

b) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran Rp. 4.086.240.000,-
dan terealisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp.
3.748.619.400,- atau 91,73 % dari alokasi anggaran, adapun
rincian Sub kegiatan sebagai berikut:

- Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota,
dengan alokasi anggaran Rp. 500.000.000,- dan terealisasi

sebesar Rp. 486.429.400,-
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- Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota,
dengan alokasi anggaran Rp. 130.000.000,- dan terealisasi
sebesar Rp. 129.950.000,-

- Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga, dengan
alokasi anggaran Rp. 3.456.240.000,- dan terealisasi sebesar

Rp. 3.132.240.000,-

5.Program Penanganan Bencana

Program Penanganan Bencana dengan alokasi anggaran Rp.

2.874.360.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp.

2.874.080.000,- atau dari alokasi anggaran, adapun rincian
kegiatan sebagai berikut:
a) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan
Sosial Kabu/Kota, dengan alokasi anggaran Rp.
2.711.482.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.711.400.000,- atau
99,90 % dari alokasi anggaran, adapun rincian Sub kegiatan
sebagai berikut:
Penyediaan makanan, dengan alokasi anggaran Rp.
2.513.296.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.513.256.400,-
Penyediaan sandang, dengan alokasi anggaran Rp.
144.360.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 144.344.000,-

- Penyediaan tempat penampungan pengunsi, dengan alokasi
anggaran Rp. 53.826.000,- dan terealisasi sebesar Rp.

53.822.000,-
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b) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat
terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, dengan
alokasi anggaran Rp. 162.878.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
162.680.600,-, adapun rincian Sub kegiatan sebagai berikut:

- Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga
Bencana dengan alokasi anggaran Rp. 162.878.000,- dan

terealisasi sebesar Rp. 162.680.000,-

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahkawan

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan alokasi

anggaran Rp. 19.950.000,- dan terealisasi per 31 Desember 2021

sebesar Rp. 19.950.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran,

adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

a) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran Rp. 19.950.000,-
dan terealisasi sebesar Rp. 19.950.000,- adapun rincian Sub
kegiatan sebagai berikut:

Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional

Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran Rp. 19.950.000,-

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Sosial merupakan salah satu SKPD di Kabupaten
Kepulauan Selayar yang berurusan langsung dengan pelayanan

terhadap masyarakat, dalam memberikan pelayanan kepada
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masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam
menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki
berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Dinas Sosial ini tidak
hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus
dilakukan termasuk dalam informasi melalui media, salah satunya
adalah web resmi yang dimiliki oleh Dinas Sosial yang memuat terkait
informasi terkini tentang penanganan penyandang masalah

kesejahteraan sosial.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan
mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang
berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/Kota. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar
tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah
Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial bagi Pemerintah Provinsi

dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

Pemerintah Provinsi :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitastelantar di dalam
panti

2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti

3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar didalam panti
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Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnyagelandangan dan
pengemis di dalam panti
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dansetelah tanggap

darurat bencana bagi korbanbencana provinsi

Pemerintah Kabupaten/Kota :

1

Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitastelantar di luar
panti
Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luarpanti

Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti

Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnyagelandangan dan

pengemis di luar panti

Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dansetelah tanggap

darurat bencana bagi korbanbencana kabupaten/kota

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di

Daerah Kabupaten/Kota.

minimal oleh daerah adalah :

target pencapaian standar pelayanan

Realisasi pencapaian SPM tahun 2021, Bidang Sosial pada

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar digambarkan pada tabel

berikut;
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TABEL TC. 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL TAHUN 2021

Jenis Pelayanan (Indikator SPM) Target SPM Realisasi
2021 (%) Capaian (%)
Persentase penduduk penyandang 100 % 19,6 %

disabilitas yang memperoleh
rehabilitasi sosial di luar panti

Persentase anak terlantar yang 100 % 100 %
memperoleh rehabilitasi sosial di

luar panti |

Persentase penduduk lanjut usia 100 % 17,5%

terlantar yang memperoleh
rehabilitasi sosial di luar panti

Persentase penduduk/ gelandangan 100 % 100 %
dan pengemis yang memperoleh
rehabilitasi sosial dasar tuna sosial
di luar panti

Persentase penduduk korban |
bencana yang memperoleh 100 % 100 %
perlindungan

. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat
Daerah

Sebelum menentukan isu-isu Strategis, ada beberapa hal yang
menjadi acuan dalam menentukan isu-isu strategis tersebut,

diantaranya adalah:

a. Kurangnya tingkat kemandirian para pemerlu pelayanan
kesejahteraan sosial (PMKS);

b. Terbatasnya aparatur atau tenaga pendamping bidang sosial;

c. Kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan PPKS;

d. Belum adanya tempat atau wahdah sebagai sarana penampung

seperti panti asuhan atau Rumah Singgah;
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e. Belum adanya kerjasama antar OPD terkait pemberdayaan
masyarakat miskin;

f. Belum optimalnya potensi dari tenaga kesejahteraan sosial
kecamatan;
Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada

sasaran janka menengah Renstra Kementerian Sosial berdasakan

acuan tersebut maka sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas

Sosial adalah ;

a. Terwujudnya peningkatan taraf kesejahteraan sosial bagi
penyandang masalah kesejahteraan social

b. Terwujudnya pengembangan PSKS (Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial) melalui penguatan organisasi yang
bergerak dibidang kesejahteraan sosial untuk mewujudkan

ketahanan sosial masyarakat

D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun
2022 pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan selayar tergambar

pada Tabel T.C. 32 berikut
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TABEL TC. 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

: . g Indikator Kinerja Target | Catatan
No | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Program/Kegiatan Capaian | Penting
1 2 3 4 5 6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
A | PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,Penganggaran,dan Terlaksananya Perencanaan,
a. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
| Penyusunan Dokumen Perencanaan | Kab, Kep. | Jumlah Dokumenyang | ol
i Perangkat Daerah Selayar | dihasilkan Dokumen
2 ‘Koordinasi dan Penyusunan Dokumen | Kab. Kep. | Jumlah Dokumen yang Rl e 5
RKA SKPD Selayar | dihasilkan Dokumen
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen | Kab. Kep. | Jumlah Dokumenyang | - s
3 Perubahan RKA SKPD Selayar | dihasilkan Dokumen
4 ‘Koordinasi dan Penyusunan Dokumen | Kab. Kep. | Jumlah Dokumenyang | TR i
DPA SKPD Selayaf dihasilkan Dokumen
5 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen | Kab. Kep. | Jumiah Dokumenyang | - e
Perubahan DPA SKPD Selayar | dihasilkan Dokumen
‘Koordinasi dan Penyusunan laporan | |, Jumlah Dokumenyang | | T
6 | capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kab. Kep. | dihasilkan 1
kinerja SKPD Selayar Dokumen
7 Evaluasi Kinerja perangkat Daerah | Kab, Kep. | Jumiah Dokumenyang | TR
___________________________________________________________________ Sogyan onastlen Dokumen
b, | Administrasi Keuangan Perangkat Terlaksananya Administrasi | |
__ng_l_’ﬁf_l ______ Keuangan dengan Baik
;| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN" | Kab. Kep. | Jumlah ASN Dinas Sosial | 24 """"""""""""""
___________________________________________________________________ Selayar | iy
5 | Koordinasi dan penyusunan laporan Kab. Kep. | Jumlah Dokumenyang | ; [T
________ !(gggangan akhir tahun SKPD Selayar | dihasilkan Dokumen
Koordinasi dan penyusunan laporan | |\ Jumiah Dokumenyang | [T
3 | keuangan bulanan/triwulan/semesteran | Kab- K€p. | ginasilkan 12
SKPD Selayar Dokumen
4 Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi | Kab. Kep. | Jumiah Dokumenyang | T
SKPD ___________________ Selayar | dihasilkan Dokumen
5 | Pengelolaan dan Penyiapan bahan Kab. Kep. | Jumlah Dokumenyang | e Spr=—rp
,,,,,,,, tanggapan pemeriksaan Selayar | dihasilkan Dokumen
g | Penyusunan Pelaporan dan Analisis | Kab. kep. | | R
Progresis Reallsasq Anggaran Selayar Dokumen
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Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
barang milik daerah SKPD

Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan
barang milik daerah pada SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah

Peningkatan sarana dan prasarana
disiplin pegawai

Pengadaan pakaian dinas beserta
atribut kelengkapannya

Koordinasi dan pelaksanaan sistem
informasi kepegawaian

Pendidikan dan pelatihan pegawai
berdasarkan tugas dan fungsi

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan
konsultasi SKPD

Penyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan

Pengadaan Barang milik daerah
penunjang urusan pemerintah daerah

Pengadaan gedung kantor dan
bangunan lainnya

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.

Kab. Kep.

Kab. Kep.

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.
Selayar

' Kab. Kep. |
Selayar

Kab. Kep.
Sefayar

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.
Selayar

Terlaksananya Administrasi
Barang Milik Daerah dengan
baik

Jumlah Dokumen yang
dihasilkan

Jumlah Dokumen yang
dihasilkan

Jumlah Dokumen yang
dihasilkan

administrasi kepegawaian

Jumlah sarana dan prasarana
pegawai yang disiapkan
Jumlah pegawai yang
memperoleh pakaian dinas dan
kelengkapan lainnya

Jumlah Dokumen yang
dihasilkan

Jumlah ASN Yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan

Terlaksananya administrasi
umum dengan baik

Terlaksananya kegiatan rapat-
rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah dan dalam

Tersedianya kebutuhan jasa
komunikasi, sumber daya air
dan listrik

Tersedianya jasa peralatan dan
perlengkapan kantor

Tersedianya jasa perizinan
kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah peralatan dan mesin
yang diadakan

Jumlah Perlengkapan kantor
yang d|adakan

Persentase pelayanan |
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Pengadaan Saran dan Prasarana

Jumlah sarana dan prasarana

4 | pendukung gedung kantor atau Kab. Kep. | rymah singgah
banugnan lainnya Selayar
| Peyediaan Jasa PenunjangUrusan | |
9- | Pemerintahan Daerah
| Peyediaan jasa surat meyurat | Kab. Kep. | Tersedianya jasa surat
R | Solayar | menwrat
Peyediaan jasa kominikasi,sumber daya Tersedianya Peyediaan jasa
o | air dan listrik Kab. Kep. | komunikasi,sumber daya air
Selayar | dan listrik
. | Penyediaan jasa pelayanan umum | Kab. Kep. | Tersedianya jasa pelayanan
3 kantor Selayar | umum kantor
| Pemeliharaan barang milikdaerah | |
h | penunjang urusan pemerintahan
daerah
1 ‘Pemeliharaan/Rehabiltasi gedng kantor | Kab. Kep. | Jumlah gedung kantoryang
dan bangunan lainnya Selayar | direhabiltasi (LK3)
| Penyediaan jasa pemeliharaanbiaya | | Tersedianya jasa pemeliharan |
pemeliharaan,paja,dan perizinan Kab. Kep. | dan perizinan kendaraan dinas
2 | kendaraan dinas operasinalatau Selayar | (Operasional)
lapangan
3 ‘Pemeliharaan peralatan dan mesin | Kab. Kep. | Jumlah peralatan dan mesin
lainnya Selayar | yang dipelihara
4" ‘Pemeliharaan aset tetap lainnya | Kab. Kep. | jumlah aset tetap lainnya yang
Selayar | dipelihara
; Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Kab. Kep. | Jumlah Aset tak berwujud yang
Selayar | dipelihara
B PROGRAMBENMBERDAYARN" = [ i e
SOSIAL
| Pemberdayaan Sosial Komunitas | | Terlaksananya
. Adat Terpencil (KAT) Pemberdayaan Sosial
; Komunitas Adat Terpencil
_____________________________________________________________________________________ (BAT) st
1 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Kab. Kep. | Jumlah Masyarakat KAT yang
_______ " Selayar | difasilitasi Permakanan
, | Peningkatan Kapasitas dan | Kab. Kep. | Tersedianya Dokumen Study
_______ Pendampingan KAT Selayar | Kelayakan Lokasi KAT
Pengembangan Potensi Sumber | | Meningkatnya Kemampuan
b Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Potensi Sumber
" | Kabupaten/Kota Kesejahteraan Sosial Daerah
_____________________________________________________________________________________ Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Jumlah Pekerja Sosial
1 | Pekerja Sosial Masyarakat Kab. Kep. | Masyarakat (PSM) yang
Kewenangan Kabupaten/Kota Selayar | Meningkat Kemampuannya

,.
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Peningkatan Kemampuan Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Kewenangan Kab/Kota

Peningkatan Kemampuan Potensi
Sumber Kesejahteraan Kelurga
Kewenangan Kab/Kota

Peningkatan Kemampuan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial
Kelembagaan Masyarakat Kewenangan
Kab/Kota

Peningkatan Kemampuan Sumber Daya
Manusia dan Penguatan Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
(LK3)

Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Telantar, Anak Telantar,
Lanjut Usia Telantar Serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Sosial.

Pemberian Pelayanan Reunifikasi dan
Keluarga

Pemberian Bimbingan Sosial Kepada
Keluarga Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar Serta Gelandangan Pengemis
dan Masyarakat

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.

Kab. Kep.
Selayar

Jumlah Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan (TKSK) Yng
meningkat kemampuannya

................................................

Jumlah PSKS Keluarga yang
Meningkat Kemampuannya

Jumlah PSKS Lembaga
(Karang Taruna) yang
Meningkat Kemampunannya

Jumlah Klien LK3 yang
Mendapatkan Pelayanan
kesejahteraan keluarga

Terlaksananya rehabilitasi
sosial Dasar Penyandang
Disablitas Terlantar, Anak
Telantar, Lanjut Usia Telantar
Serta Gelandangan Pengemis
di Luar Panti Sosial.

Jumlah penyandang disabilitas
telantar,anakatelantar, lanjut
usia telantar serta
Gelandangan pengemis yang
memperoleh bantuan
permakanan
Jumlah penyandang disabilitas
telantar,anakatelantar, lanjut
usia telantar serta
Gelandangan pengemis yang
memperoleh bantuan Sandang.

Jumlah Penyandang Disabilitas
dan Tuna Sosial yang diberi
bantuan

Jumlah Keluarga yang di
Reunifikasi

Jumlah Pendamping PKH yang
Memberikan Bimbingan/
Pendampingan

Taruna
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Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk
Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat
Nikah dan Kanrtu Indentitas Anak

Pemberian Akses ke Layanan
Pendidikan Dan Kesehatan Dasar

Pemberian Layanan Data Dan
Pengaduan

Pemberian pelayanan Penelusuran
Keluarga

Rehabilitasi Sosial Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya Bukan Korban
HIV/Aids dan NAPZA di luar Panti
Sosial

Pemberian Layanan Data dan
Pengaduan

Pemberian Pelayanan dan Reunifikais
Keluarga

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.
Selayar
Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.

| Tertangani

Penunjang Operasional
Pembuatan Nomor Induk
Kependudukan, Akta Kelahiran,
Surat Nikah, dan kartu ldentitas
Penunjang operasional
pemberian Akses Layanan
Pendidikan Dan Kesehatan
Dasar.

Penunjang
OperasionalPemberian
Layanan Data Dan Pengaduan.

Jumlah Anak yang berhadapan
Hukum yang didampingi (ABH)

Jumlah Orang Dalam
Gangguan Jiwa Yang

Terlaksananya Rehabilitasi
Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban
HIV/Aids dan NAPZA di luar
Panti Sosial

Jumlah Penerima
BPNT/Sembako yang di pantau
dan diawasi penyalurannya

Jumlah Masyarakat Miskin
yang memperoleh bantuan
permakanan

Jumlah masyarakat Miakin

yang memperoleh bantuan
sandang
Jumlah PMKS yang menerima
bantuan Usaha Ekonomi

Produktif (UEP)

Jumlah Keluarga/ahli waris
pahlawan yang mendapatkan
penghargaan

Jumlah Masyarakat Miskin
yang memperoleh bantuan
Perbaikan Rumah

Penunjang operasional
Pemberian Layanan

Selayar

Kedaruratan

10 Orang
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10

Penyediaan perbekalan kesehatan di
luar panti

Pemberian Bimbingan
Fisik,Mental,Spiritual, dan Sosial

Pemberian bimbingan sosial kepada
kelaurga penysndang maslaah
kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
buksn korban HIV/Aids dan NAPZA

Fasilitasi pembuatan nomor induk
kependudukan, akta kelahiran, surat
nikah, dan kartu identitas anak

Pemberian akses ke layanan
pendidikan dan kesehatan dasar

Pemberian pelayanan penulusuran
keluarga

PROGRAM PERLINDUNGAN
JAMINAN SOSIAL

Pemantauan Terhadap Pelaksanaan
Pemeliharaan Anak Trelantar

| Pengelolaan Data Fakir Miskin

Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan

Daerah Kabupaten/Kota

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.

Kab. Kep.

Kab. Kep.

Kab. Kep.
Selayar

| penulusuran keluarga

Penunjang operasional
perbekalan kesehatan di luar
panti

Penunjang operasional
Pemberian Bimbingan
Fisik,Mental, Spiritual, dan
Sosial
Terlaksananya Pemberian
bimbingan sosial kepada
kelaurga penysndang maslaah
kesejahteraan sosial (PMKS)
lainnya buksn korban HIV/Aids
dan NAPZA

penunjang operasiona Fasilitasi
pembuatan nomor induk
kependudukan, akta kelahiran,
surat nikah, dan kartu identitas
anak

Terwujudnya pelayanan pada
SLRT

Penunjang opeasinal
Pemberian pelayanan

Terlaksananya Pmeliharaan
Anak Terlantar

Jumlah Anak Terlantar Yang
Berhasil Di Jangkau

Jumlah anak terlantar Yang
Mendapatkan Bantuan

Penunjang Operasional
Pemantauan Terhadap
Pelaksanaan Anak Terlantar

Terlaksananya Pengelolaan
Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pengelolaan
Data Fakir Miskin Dengan
Aplikasi Siks-Ng Dan SIRT

2 Aplikasi
dan
1Web

Serta web Dinas Sosial
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Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan
Keluarga

Fasilitasi Bantuan Pengembangan
Ekonomi Masyarakat

PROGRAM PENANGANAN
BENCANA

Perlinduangan Sosial Korban
Bencana Alam Dan Sosial
Kabupaten/ Kota

Penyediaan Tempat Penampungan
Pengungsi

Rentan

Peyelenggaraan pemberdayaan
masyarakat terhadap kesiapsiagaan
bencana kabupaten/kota

Koordinasi, Sosialisasi dam
pelaksnaaan taruna siaga bencana

Koordinasi,Sosialisasi dan Pelaksanaan
Kampung Siaga Bencana

PROGRAM PENGELOLAAN TAMA
MAKAN PAHLAWAN

Pemeliharaan taman makam
pahlawan nasional kabupaten/kota

Rehabilitasi sarana dan prasarana
taman pahlawan nasional
kabupaten/kota

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.
_ Selayar

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.
Selayar

Kab. Kep.
Selayar

Jumlah Lanjut Usia Terlantar,
Penjandang Disabilitas Dan
Anak Yatim Piatu Yang
Mendapatakan Bantuan
Tunjangan Hidup

Jumlah Korban Bencana Yang
Mendapatkan Bantuan

Terlaksananya
Perlinduangan Sosial Korban
Bencana Alam Dan Sosial
Jumlah Korban Bencana Yang
mendapatkan Bantuan
Permakanan

Jumlah Korban Bencana Yang
Mendapatkan Bantuan
Sandang

Jumlah Korban Bencana/Orang
Terlantar Yang Ditampung

Jumlah Keluarga Rentan Yang
Mendapatkan Bantuan

Jumlah Korban bencana yang
mendapatkan dukungan
psikososial

Terlaksananya
Peyelenggaraan
pemberdayaan masyarakat
terhadap kesiapsiagaan
Jumlah anggota Taruna Siaga
Bencana (TAGANA) yang
mendapatkan tali asih

Penunjang operasional
Sosialisasi dan Pelaksanaan
Kampung Siaga Bencana

Terlaksananya Pemeliharaan
taman makam pahlawan
nasional kabupaten/kota
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Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan | Kab. Kep.

Selayar

Pemeliharaan TMP dan 1 Unit
Pelaksanaan Hari Pahlawan i




BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di

Indonesia Kementerian Sosial telah menyusun Renstra Tahun 2020 -

2024 dengan sasaran sebagai berikut:

a.

Mencegah PMKS dari keterpurukan akibat risiko sosial, perlakuan
salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial

Memberikan layanan langsung untuk memberikan perlindungan
PMKS dalam menghadapirisiko sosial dalam menghadapi risiko
sosial, kebencanaan, perlakuan salah, tindak kekerasan dan
eksploitasi sosial

Memberikan dukungan bagi PMKS baik kelompok rentan maupun
kelompok berisiko sosial dalam menghadapi permasalahan
kebencanaan, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi
sosial

RTSM (ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak usia sekolah
dasar)

Penduduk yang bekerja di sektor informal berpenghasilan rendah
yang tidak tercakup dalam sistem asuransi formal

Fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar,
penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks

penderita penyakit kronis
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Pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan
Penyaandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut wusia
nonpotensial, eks penderita penyakit kronis, dan penyandang
cacat psikotik

Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga,
kelompok dan masyarakat miskin serta komunitas adat terpencil
dalam memenuhi kebutuhan dasar

Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat, lembaga
kesejahteraan sosial, dan dunia usaha dalam pemberdayaan
social

Meningkatnya pemahaman dan gerakan kesetiakawanan social
Tersedianya layanan PMKS (anak, lanjut usia, penyandang cacat,
korban napza, dan tunasosial) sesuai dengan standar pelayanan
minimal (SPM) secara nasional

- Kualifikasi untuk SDM Kesejahteraan Sosial dalam pelayanan
rehabilitasi sosial pada setiap unit layanan berpendidikan S-1
atau D-4 Pekerjaan Sosial

Seluruh unit layanan sosial menerapkan system pelayanan
kesejahteraan sosial sesuai dengan standardisasi dan akreditasi
layanan

Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana,
pelayanan rehabilitasi sosial baik panti dan diluar panti

kabupaten/kota dan nonpanti

Yang kemudian diwujudkan menjadi program dan kegiatan
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agar sasaran-sasaran tersebut dapat tercapai. Telaahan mengenai
Renstra Kementerian Sosial Sejalan dengan itu Bidang Sosial pada
Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyusun
program kerja 6 (Program) program prioritas beserta kegiatannya
untuk mendukung program kerja yang ada di pemerintah pusat dan
ikut serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial seperti
termuat dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar
tahun 2021-2026.

Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah memberikan
kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, khususnya daerah
kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan dan
mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa
pemberian otonomi tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus, karena
masih sering ditemukan adanya ekses negatif yang mengakibatkan
terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang
kesejahteraan sosial. Perubahan ini hendaknya disikapi secara arif,
bijaksana, dan diarahkan pada terwujudnya pemahaman dan

komitmen pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di setiap daerah

kabupaten.

B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan

misi Dinas Sosial adalah Meningkatkan derajat kesejahteraan

masyarakat
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Berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka sasaran yang

ingin dicapai adalah meningkatnya pelayanan dan pemenuhan

kebutuhan dasar pemerlu palayanan kesejahteraan sosial (PPKS)

antara lain:

Meningkatnya taraf pelayanan dan pemenuhan kebutuhan
dasar bagi perorangan, keluarga, kelompok dan atau
masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau
gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga
tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani,
rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan Pelayanan
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yaitu Karang
Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), TKSK, TAGANA, LKS

dan Dunia Usaha dalam penanganan PPKS.
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penjabaran kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar
dalam bentuk rumusan rencana program, Kkegiatan dan sub kegiatan
pada perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah, dengan 7 (Tujuh) sub kegitan sebagai

berikut :
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja.

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan

4 (Empat) sub kegiatan antara lain:

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun

SKPD
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Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan
bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
- Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,

dengan 2 (Dua) sub kegiatan yaitu :
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi kepegawaian

- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan
fungsi

d. Kegiatan Administrasi UmuSm Perangkat Daerah, dengan 4
(empat) sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan bahan logistik kantor.

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan.

- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 1 (Satu) sub kegiatan
yaitu :

- Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya.

J. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah, dengan 3 (Tiga) sub kegiatan yaitu :
- Penyediaan jasa surat menyurat.
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
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g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 (Tiga) sub kegiatan
yaitu :

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan
perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan aset tetap lainnya.
2) Program Pemberdayaan Sosial
a) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial Daerah Kabupaten/Kota, dengan 4 (Empat) Sub
Kegiatan yaitu :
- Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial
kecamatan kewenangan Kab/Kota.
- Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial
keluarga kewenangan Kab/Kota.
- Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial
kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota.
- Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan
penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3).
3) Program Rehabilitasi Sosial

a) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta
Gelandangan dan Pengemis diliar panti sosial, dengan 6

(enam) sub kegiatan antara lain sebagai berikut:
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b) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota, dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota.

5) Program Penanganan Bencana
a) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan
Sosial Kabu/Kota, dengan 3 (Tiga) sub kegiatan antara lain
sebagai berikut:
- Penyediaan makanan.
- Penyediaan sandang.
Penyediaan tempat penampungan pengunsi.
b) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat
terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, dengan
1 (satu) sub kegiatan yaitu:
Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga
Bencana
6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahkawan
a) Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota, dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
- Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional
Kabupaten/Kota.
Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat Daerah Dinas
Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dan perkiraan Maju

tahun 2023 terdapat pada tabel TC. 33, sebagai berikut : (Terlampir)
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BABV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan
Selayar diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan
arah strategis, target dan sasaran yang tepat dan fleksibel dengan
perkembangan situasi yang terjadi khususnya dalam bidang
pembangunan kesejahteraan sosial dan kondisi Kabupaten Kepulauan
Selayar yang unik dan spesifik.

Renja ini wajib dipahami, dihayati dan dilaksanakan khususnya
oleh segenap aparatur di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan
Selayar dan dalam implementasinya dilakukan dengan melakukan
koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan diharapkan dapat dijadikan
acuan bagi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar dan segenap
unsur/ komponen terkait agar dalam rangka upaya pemberdayaan
masyarakat termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat

dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu.

Januari 2022
SOSIAL,
AUAN SELAYAR
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TABEL TC. 33

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU 2023

DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kode Rencana Tahun 2022 Perkiraan Maju tahun 2023
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja
Bid. {Pro Kegi Sub. Daerah dan Program Keglatan Program/Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Kebutuhan Catatan Tarqat Kabutuhan
Urus|gra th Kegi Lokasi | Capain Danal/Pagu Penting Capaian Danal/Pagu
an | m atan Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
0 SOSIAL
8,841,973,887 29,597,600,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
06 | 01 PEMERINTAHAN DAERAH 3,516,973,887 5,065,100,000
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,Penganggaran,dan |Terlaksananya Perencanaan,
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |Penganggaran dan Evaluasi
06 | 01 2.01 Kinerja Perangkat Daerah 104,000,000 195,000,000
06 1 011201l o1 Penyusunan Dokumen Perencanaan melgh Dokumen yang ASN Kab. Kep. 3 12,000,000 2 Dokumen 20,000,000
Perangkat Daerah dihasilkan Selayar | Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen yang Kab. Kep. 1
06 10112011 02 |0y men RKA SKPD dihasilkan Al Selayar | Dokumen| _ 000:000 { Dokumen | 15,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen yang Kab. Kep. 1
057101 201 103 Dokumen Perubahan RKA SKPD  [dihasilkan ARN Selayar | Dokumen 8,000,000 1 Dok 15,000,900
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen yang Kab. Kep. 1
Lol Dokumen DPA SKPD dihasilkan AL Selayar | Dokumen Sou0000 U 15,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen yang Kab. Kep. 1
06 | 0112011 05 |5\ men Perubahan DPA SKPD _ |diasilkan BN Selayar | Dokumen | 000000 Bl | AR RN
Koordinasi dan Penyusunan laporan [Jumlah Dokumen yang Kab. K ’
06 | 01| 2.01| 06 |capaian kinerja dan ikhtisar realisasi |dihasilkan ASN 9. hOp. 10,000,000 1 Dokumen 15,000,000
R Selayar | Dokumen
kinerja SKPD
06 10112011 o7 Evaluasi Kinerja perangkat Daerah J!Jmlgh Dokumen yang ASN Kab. Kep. 5 50,000,000 Bt 100,000,000
dihasilkan Selayar | Dokumen
05 |01l 022 Administrasi Keuangan Perangkat |Terlaksananya Admm.lstrasr 2,220,465,150 2.585,100,000
Daerah Keuangan dengan Baik




Penyediaan:Gaiji dan Tunjangan ASN|Jumiah ASN Dinas.Sosial

Kab.iKep.

06 | 01{022| 01 ASN Selayar 240rang| 2,179,465,150 24 Orang 2,510,100,000
Koordinasi dan penyusunan laporan |Jumlah Dokumen yang Kab.¥ep. 1
06 101022} 05 fy . ongan akhir tahun SKPD dinasilken ASN Selayar | Dokumen|  23:090:000 1Dokumen | 20,000,000
Koordinasi dan penyusunan laporan |Jumleh Dokumen yang Kab.iK 12
06 01022 07 |keuangan dihasiken ASN seiover | Dokumen | 3900,000 12 Dokumen | 15,000,000
bulanan/triwulan/semesteran SKPD 8!
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen yang Kab.iKep.
06 1 01]022] 04 |\ ntansi SKPD dihasikan ASN Selayar 1 Dokuman | 15,000,000
Pengelolaan dan Penyiapan bahan |Jumlah Dokumen yang Kab.}Kep. 1
06 1011022 tanggapan psmeriksaan dihasilkan ASN Selayar | Dokumen 8,000,000 1 Dokumen 15,000,000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Kab.iKep. 1
06 | 01]022] 08 fo, rogis Realisasi Anggaren ASN Selayar | Dokumen 1 Dokumen | 10,000,000
Administrasi Barang Milik Dasrah |Terlaksananya Administrasi
06 | 01] 2.03 pada Perangkat Daerah Barang Milik Dasrah dengan 0 45,000,000
baik
Penyusunan Perencanaan Jumiah Dokumen yang Kab.iK
06 [ 01]203| 01 [Kebutuhan barang mik daerah  |dihasilkan ASN 35.%6p. 1Dokumen | 15,000,000
SKPD Selayar
Rekonsiliasi-dan Penyusunan Jumleh Dokumen yang Kab.iKe
06 | 01]2.03| 05 [laporan barang milik daerah pada  |dihasilkan ASN 1R6P. 1 Dokumen 15,000,000
SKPD Selayar
6 101l 203! o8 Penatausahaan barang milik daereh Jymlgh Dokumen yang ASN Kab. Kep. 1 Dokumen 15,000,000
dihasilkan Selayar
Administrasi Kepegawaian Persentase pelayanan '
06 101} 205 Perangkat Daerah administrasi kepegawaian 58,000,000 105,000,000
Peningkatan sarana dan prasarana  |Jumleh sarana dan prasarana Kab.Kep. :
061011205 of disiplin pegawai pegawai yang disiapkan ASN Selayar 2 Unit 15,000,000
Pengadaen pakaian dinas beserta  |Jumleh pegawai yang Kab.iK
06 | 01]2.05| 02 |atribut kelengkapannya memperoleh pakaian dinas dan ASN Sei ep. 25 ASN 20,000,000
kelengkapan lainnya ayar
Koordinasi dan pelaksanaan sistem |Jumlah Dokumen yang Kab./Kep. 1
06 1011205 04 informasi kepegawaian dihasilkan ASN Selayar | Dokumen 8,000,000 1 Dokuman 10,000,000
Pendidiken dan pelatihan pegawai  |Jumlah ASN Yang mengikuti Kab.iKep. '
06 | 01]205f 09 berdasarkan tugas dan fungsi endidikan dan petatihan ASN Selayar BASN 50,000,000 SASN 60,000,000
o6 | 011 206 Admintrasi umum perangkat Feﬂaksananya administrasi 550,000,000 505,000,000

daerah

umum dengan batk




Penyelenggaraan rapat koordinasi

Terlaksananya kegiatan rapat-

dan konsultasi SKPD rapat koordinasi dan konsuitasi Kab.Kep.
06 {01]206]| 09 ke luar daerah dan dalam ASN Selayar 1 Tahun 500,000,000 1 Tahun 350,000,000
daerah
Penyediaantbahan logistik kantor | Tersedianya kebutuhan jasa Kab.iKe
06 ]01]206| 04 komunikasi, sumber daya air dan ASN :INEp. 12 Bulan 10,000,000 12 Bulan 15,000,000
listrik Selayar
Penyediaantbarang cetakan dan Tersedianya jasa peralatan dan Kab.Kep. 000
06 | 01]206| 05 enacandasn |£e flengkapan kentor ASN Selayar 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 30,000,00
Penyediaantbahan bacaan dan Tersedianya jasa perizinan Keb.iKep.
06 | 01]1206| 06 | refuran perundang-undangen kendaraan Dinas/Qperasional ASN Selayar 1 Tahun 10,000,000 1 Tahun 110,000,000
PengadaanBarang milik dasrah
06 | 01] 207 penunjang urusan pemerintah 110,000,000 700,000,000
daerah
06 | 01| 207| os |engadan peralaten danmesin | Jumiah perelatan dan mesin ASN Kab.Kep. | 16 unit | 110,000,000 9 Unit 200,000,000
leinnya yang diadakan Selayar
Pengadaan Mebel Jumlah Periengkapan kantor Kab.Kep. .
06 | 01}1207| 05 veng diadakan ASN Selayar 11 Unit 50,000,000
06 | 01 207! o9 Pengadaan gedung kantor dan Jumlah gedung yang di bangun ASN Kab.iep. 0 400,000,000
bangunan lainnya Selayar
Pengadaan Saran dan Prasarana  |Jumleh sarana dan prasarana Kab. Ke
06 { 01| 2.07| 11 |pendukung gedung kantor atau rumah singgeh ASN SeI; af ’ 3 Set 50,000,000
banugnan lainnya 4
Peyediaan Jasa Penunjang Urusan
66 | 01 2.08 Pemerintahan Dasrah 346,508,737 §55,000,000
06 | 01] 208 o1 [Pevedieeniasasuratmeyurat - [Tersedianya jasa surat menyurat ASN Kg;:;::’ 12Buan | 5,000,000 12 Bulan 5,000,000
Peyediaan jasa kominikasi,sumber |Tersedianya Peyediaan jasa Kab. Ke
06 | 01]2.08| 02 |daya air dan listik komunikasi,sumber daya air dan ASN S I ! af' 12 Bulan 160,000,737 12 Bulan 100,000,000
listrik 2y
06 | 01]208] 04 Penyediaanijasa pelayanan umum |Tersedianya jasa pelayanan ASN Kab.iKep. 12 Bulan 241,508,000 12 Bulan 450,000,000
|kantor umum kantor Selayar
Pemaliharaan barang milik daerah
06 | 01] 209 penunjang urusan pemerintahan 139,000,000 375,000,000
daerah
Pemeliharaan/Rehabiltasi gedng Jumlah gedung kantor yang Kab.Kep. .
06 | 011209f 09 |\ rior dan bangunan lsinnya direhabiltasi (LK3) ASN Selayar 2 Unit 100,000,000




Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk
Kependudukan, Akta Kelahiran,

Penunjang Operasicnal
Pembuatan Nomor Induk

06 | 04|201| 07 [Surat Nikah dan Kenrtu Indentitas ~ |Kependudukan, Akta Kelahiran, PMKS Kg"l' Kep. 1 Tahun 20,000,000
Angk Surat Nikah, dan kartu Identitas elayar
Anak
Pemberian Akses ke Layanan Penunjang opsrasicnal
Pendidikan Dan Kesehatan Dasar  [pemberian Akses Layanan Kab. Kep.
0610412011 08 Pendidikan Dan Kesehatan PMKS Selayar ! Tahun. 20,000,000
Daser.
Pemberian Layanan DataDan Penunjang Kab, K
06 | 04| 2.01| 09 |Pengaduan OperasionalPemberian Layanan PMKS Sa l °p- 1 Tahun 20,000,000
|Data Dan Pengaduan. eayar
06 | 04| 201| 10 |Pomberien Layanan Kedaruratan PMKS ‘e a';:f 20Anak | 50,000,000 {Tahun | 50,000,000
Pemberian pelayanan Penelusuran Kab. Kep.
06 | 04| 201 11 Keluerga PMKS Selayar 1 Tahun 20,000,000
06 | 04| 201| 1o [Pomberien Layanan Rujuken Jumigh Orang Dalam Gangguan PMKS Kab. Kep. | 16 orang | 70,000,000 100rang | 100,000,000
Jiwa Yang Tertangani Selayar
Rehabilitasi Sosial Penyandang |Terlaksananya Rehabilitasi
Masalah Kesejahteraan Sosial Soslal Penyandang Masalah
(PMKS) Lainnya Bukan Korban Kesejahteraan Soslal (PMKS) Kab. Kep.
06 | 04]202 HIV/Aids dan NAPZA di luar Panti |Lainnya Bukan Korban Selayar 2,565,000,000 9,596,000,000
Sosial |HIVIAids dan NAPZA di luar
Panti Soslal
Pemberian Layanan Data dan Jumleh Penerima Penerima Kab. Ke 12507
06 | 04]202{ 01 |Pengaduan BPNT/Sembako yang di pantau |BPNT/Sembako Seia al'_" KPM 100,000,000 12697 KPM 216,000,000
dan diawasi penyalurannya Y
Penyediaan Permakanan Jumlah Masyarakat Miskin yang |Masyarakat Miskin Kab. Ke
06 | 04|202| 03 memperoleh bantuan S ia P-1 530 KK 500,000,000 1800 KK 1,420,000,000
permakanan eayar
Penyediaan Sandang Jumiah masyarakat Miakin yang |Masyarakat Miskin Kab. Kep.
06 | 04]2.02| 04 memperoleh bentuan sandang Selayar 1 Tahun 20,000,000
Penyediaan Alat Bantu Jumiah PMKS yang menerima  |PMKS (POKIR)
06 | 04| 202| 05 bantuan Useha Ekonomi Keb Kb | arzk | 1,275,000,000 300RKCanT | 2.000,000,000
Produkiif (UEP) slayar po
Pemberian Pelayanan dan Jumiah Keluarge/ahli waris Keluarga/ahli waris Kab. K
06 | 04| 2.02| 12 |Reunifikais Keluarga pahlawan yang mendapatkan  |pahlawan Sel’ay:f' 27 KK 70,000,000 27 KK 75,000,000

penghargaan




Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya

Tersedianya jasa pemeliharan

Kewenangan Kab/Kota

pemeliharaan,paja,dan perizinan dan perizinan kendaraan dinas Kab. Kep. y

06 | 01]2.09]| 02 kendaraan dinas operasinalatau (Operasional) ASN Selayar 42 Unit 120,000,000 1 Tahun 150,000,000
lapangan
Pemeliharaan peralatan dan mesin  |Jumlah peralatan dan mesin Kab.Kep. : ;

06 | 01]209| 06 lainnya yang dipelihara ASN Selajat 4 Unit 000,000 57 Unit 50,000,000

i i j t tet i }
o5 o1l 209!| o7 Pemeliharaan aset tetap lainnya JL!mIqh aset tetap lainnya yang ASN Kab. Kep. 8 Unit 5,000,000 57 Unit 50,000,000
dipelihara Selayar !
06 L o11209] o8 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud iymlgh Aset tak berwujud yang Kab.Kep. 1 Web 25,000,000
ipelihara Selayar

PROGRAM PEMBERDAYAAN : )
Pemberdayaan Sosial Komunitas | Terlaksananya Pemberdayaan
Adat Terpencil (KAT) Sosial Komunitas Adat

06 | 02201 Terpencil (KAT) 0 170,000,000
Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT |Jumlah Masyarakat KAT yang  |Masyarakat KAT Kab. Kep.

0] U2 201 1 16 difasilitasi Permakanan Selayar 26 KK 215,009,000
Peningkatan Kapasitas dan Tersedianya Dokumen Study Masyarakat KAT Kab. Kep.

06 | 02 201) 02 o0 tampingan KAT Kelayakan Lokasi KAT Selayar 1Paket | 1,440,000,000
Pengembangan Potensi Sumber |Meningkatnya Kemampuan
Daya Kesejahteraan Sosial Daerah |Potensi Sumber Kesejahteraan

geij o=t 0s Kabupaten/Kota Sosial Daerah Kabupaten/Kota 230,000,000 330,000,000
Peningkatan Kemampuan Potensi  [Jumlah Pekerja Sosial Pekerja Sosial

05 | 021203| 01 |Pekerja Sosial Masyarakat Masyarakat (PSM)-yang Masyarakat (PSM) Kab. Kep. 20 Orang 30,000,000
Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkat Kemampuannya Selayar
Peningkatan Kemampuan Tenaga  [Jumlah Tenaga Kesejahteraan |Tenaga Kesejahteraan

06 | 02| 2.03| gp |Kesejahteraan Sosial Kecamatan  |Sosial Kecamatan (TKSK) Yng  |Sosial Kecamatan Kab. Kep. 11 Orang 50,000,000 11 Orang 60.000.000
Kewenangan Kab/Kota meningkat kemampuannya (TKSK) Selayar Y
Peningkatan Kemampuan Potensi  [Jumlah PSKS Keluargayang  [PSKS Keluarga yang Kab. K

06 | 02| 2.03| 03 |Sumber Kesejahteraan Kelurga Meningkat Kemampuannya Meningkat Sa I sl I Orang 50,000,000 5 Orang 60,000,000
Kewenangan Kab/Kota Kemampuannya i
Peningkatan Kemampuan Potensi  [Jumlah PSKS Lembaga (Karang |[PSKS Lembaga
Sumber Kesejahteraan Sosial Taruna) yang Meningkat (Karang Taruna) Kab./Kep. | 3 Karang 3 Karang

06 102 203f 04 Kelembagaan Masyarakat Kemampunannya Selayar | Taruna 100,000,000 Taruna 150,000,000




Peningkatan Kemampuan Sumber

Jumlah Klien LK3 yang

Klien LK3 yang

Daya Manusia dan Penguatan Mendapatkan Pelayanan Mendapatkan Kab.Kep.
ol e e Ler)rrlbaga Konsultasi Keie}ahteraan kesejahteraan kaluirga Pelayanan Selayaf 10Orang o e 3,000,080
Keluarga (LK3)
06 | 04 PROGRAM REHABILITAS SOSIAL ! 4,479,000,000 18,187,500,000
Rehabilitas Sosial Dasar Terlaksananya rehabilitasi
Penyandang Disabilitas Telantar, |sosial Dasar Penyandang
Anak Telantar, Lanjut Usia Disablitas Terlantar, Anak
06 | 04 2.01 Telantar Serta Gelandangan Telantar, Lanjut Usia Telantar 1,914,000,000 8,591,500,000
Pengemis di Luar Panti Sosial. Serta Gelandangan Pengemis
di Luar Panti Sosial.
Penyediaan Permakanan Jumlah penyandang disabilitas  [Jumlah penyandang
telantar,anakatelantar, lanjut disabilitas, anak
usia telantar serta Gelandangan |terlantar, lanjut usia | Kab. Kep.
06 [ 04|201] 01 pengemis yang memperoleh terlantar dan gepeng | Selayar 340 KPM [  1,464,000,000 5241 Orang 5,241,000,000
bantuan permakanan yang diberi bantuan
permakanan
Penyediaan Sandang Jumlah penyandang disabilitas  |Jumlah penyandang
telantar, anakatelantar, lanjut disabilitas, anak
usia telantar serta Gelandangan (terlantar, lanjut usia | Kab. Kep.
06 | 04]201| 02 pengemis yang memperoleh terlantar dan gepeng | Selayar 60 Orang 100,000,000 5241 Orang 2,620,500,000
bantuan Sandang. yang diberi bantuan
sandang
Penyediaan Alat Bantu Jumlah Penyandang Disabilitas |Jumlah penyandang
dan Tuna Sosial yang diberi disabilitas, anak
06 | 04[201] 03 pafticn ::::2:;’, ;Z:";:ﬂ:g Ksa:iai;:f' 450rang| 130,000,000 1000rang | 300,000,000
yang diberi bantuan
alat bantu
06 | 041201 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Jumla_h Ke_luarga yang di { Tahun 50,000,000
dan Keluarga Reunifikasi
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Pendamping PKH
Keluarga Penyandang Disabili_las Jariah Pendarpihg PR yang
06 | 04| 201| 06 Lzaagga;a:t';fkslﬁ:agz‘; n'ﬂ;; | Memberikan Bimbingan/ K;‘:'a';:f 300rang| 100,000,000 300rang | 150,000,000

Pengemis dan Masyarakat

Pendampingan




Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk
Kependudukan, Akta Kelahiran,

Penunjang Operasional
Pambuatan Nomor Induk

Kab. Kep.

06 | 04]201| 07 |Surat Nikah dan Kanrtu Indentitas  |Kependudukan, Akia Kelahiran, PMKS Sel 1 Tahun 20,000,000
Angk Surat Nikah, dan kartu Identitas elayar
Anak
Pemberian Akses ke Layanan Penunjang operasional
Pendidikan Dan Kesehatan Dasar  |pemberian Akses Layanan Kab. Kep.
06 {041201) 08 Pendidikan Dan Kesehatan PMKS Selayar ! Tahu", 20,000,000
Dasar.
Pemberian Layanan Data Dan Penunjang Kab. K
06 | 04]201| 09 |Pengaduan OperasionalPemberian Layanan PMKS S a! ep- 1 Tahun 20,000,000
Data Dan Pengaduan. ayar
06 | 04| 201| 1o [Pemberien Layanan Kedaruratan PMKS K;:i;;:f' 20 Anek | 50,000,000 1 Tahun 50,000,000
Pemberian pslayanan Penelusuran Kab. Kep.
06 |04]201] 11 Keluerga PMKS Selayar 1 Tehun 20,000,000
Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Crang Dalam Gangguan Kab. Kep.
06 | 04]201| 12 Jiwa Yang Tertangani PMKS Selayar 10 Orang 70,000,000 10 Orang 100,000,000
Rehabilitasi Sosial Penyandang  |Terlaksananya Rehabilitasi
Masalah Kesejahteraan Sosial Soslal Penyandang Masalah
(PMKS) Lainnya Bukan Korban Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kab. Kep.
06 | 04202 HIV/Aids dan NAPZA di luar Panti |Lainnya Bukan Korban Selayar 2,565,000,000 9,596,000,000
Sosial HiV/Aids dan NAPZA di luar
Panti Sosial
Pemberian Layanan Data dan Jumigh Penerima Penerima Kab. K 12507
06 | 04{202| 01 |Pengaduan BPNT/Sembako yang di pantau [BPNT/Sembako Sl ep- KPM 100,000,000 12507 KPM | 216,000,000
dan diawasi penyalurannya slayar
Penyediaan Permakanan Jumlah Masyarakat Miskin yang |Masyarakat Miskin Kab. K
06 | 04]202]| 03 memperoleh bantuan Sa I P | 530 KK 500,000,000 1800 KK 1,420,000,000
permakanan elayar
Penyediaan Sandang Jumleh masyarakat Miakin yang |Masyarakat Miskin Kab. Kep.
06 | 04202} 04 memperoleh bantuan sandang Selayar 1 Tahun 20,000,000
Penyediaan Alat Bantu Jumlah PMKS yang menerima  |PMKS (POKIR)
06 | 04| 202| 05 bantuan Useha Ekonomi Fab Xop-| 4tz | 1,275,000,000 o X 9T | 2,800,000,000
Produktif (UEP) eiayar elompo
Pemberian Pelayanan dan Jumlah Keluarga/ahli waris Keluarga/ahli waris Kab. K
06 | 041202 12 {Reunifikais Keluarga pahlawan yang mendapatkan  |pahlawan Sel'ay:f. 27 KK 70,600,000 27 KK 75,000,000

penghargaan




Pemberian Layanan Rujukan

Jumlah Masyarakat Miskin yang

Penerima bantuan

06 | 04]202| 13 memperoleh bantuan Perbaikan [RTLH KebiKep. | gk 550,000,000 300 KK 4,825,000,000
Biicah Selayar St
Pemberian Layanan Kedaruratan Penunjang operasional b
06 | 04| 202| 02 Pemberian Layanan PMKS g {Tahun | 10,000,000
Kedaruratan Selayar
Penyediaan perbekalan kesehatan di|Penunjang operasional
06 | 04| 2.02( 06 [luar panti perbekalan kesehatan di luar PMKS Ksa;:;:? 1 Tahun 20,000,000
panti
Pemberian Bimbingan Penunjang operasional
06 | 04| 202| 07 |Fisik MentalSpiritual, dan Sosial  Pemberian Bimbingan PMKS e 1 Kali 50,000,000
Fisik, Mental Spiritual, dan Sosial Selayer o
Pemberian bimbingan sosial kepada |Terlaksananya Pemberian
kelaurga penysndang maslaah bimbingan sosial kepada
kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya |kelaurga penysndang maslaah Kab. Kep.
06 | 04| 202| 08 |prucy HIV.’Aid(s dan ::APZK kesejaiteeaar{ sosialg(PMKS) EMKS s;;;zf 1 Tahun 70,000,000
lainnya buksn korban HIV/Aids
dan NAPZA
Fasilitasi pembuatan nomor induk  [penunjang operasiona Fasilitasi
kependudukan, akia kelahiran, surat |pembuatan nomor induk
06 | 04 2.02| 09 |nikah, dan kartu identitas anak kependudukan, akta kelahiran, PMKS Kab. Kep. 1 Tahun 20.000,000
surat nikah, dan kartu identitas Selayar o
anak
Pemberian akses ke layanan Terwujudnya pelayanan pada Kab. Kep.
06 | 041202]| 10 pendidikan dan kesehatan dasar SLRT PMKS Selaya? 1 Tahun 70,000,000 1 Tahun 50,000,000
Pemberian pelayanan penulusuran  |Penunjang opeasinal Pemberian
06 | 04202 11 |keluarga pelayanan penulusuran keluarga PMKS Ksasl’at:f' 1 Tahun 20,000,000
PROGRAM PERLINDUNGAN : . 7
Pemeliharan Anak Terlantar Terlaksananya Pmeliharaan !
06 | 05| 2.01 Arak Teslartar 110,000,000 130,000,000
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar |Jumlah Anak Terlantar Yan Anak Terlantar Kab. Kep.
06 [05]201| o1 | NN Berhasi i Jangkeu 2 Sela}:’:E 50Orang | 30,000,000 50 Orang 30,000,000
6 | o5l 201l 02 Rujukan Anak- Anak Terlantar ‘hJAL;r:i::pZT::nieBr;ir:La;nYang Anak Terlantar ngl.azzf. 20 Orang 80,000,000 30 Orang 80,000,000
Pemantauan Terhadap Pelaksanaan |Penunjang Operasional Anak Terlantar
06 | 05| 2.01| 03 [Pemeliharaan Anak Trelantar Pemantauan Terhadap K:Z";:?‘ 1 Tahun 20,000,000

Pelaksanaan Anak Terlantar




Pengelolaan Data Fakir Miskin

Terlaksananya Pengelolaan

psikososial

~06={~05-]-2:02-——|Cakupan-Daerah-Kabupaten/Kota—|Data-Fakir.-Miskin. Cakupan 150,000,000 | 4,175,000,000.-
Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Data Fakir Miskin Terlaksananya Pengelolaan Terlaksananya
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  [Data Fakir Miskin Dengan pengolahan data fakir
Aplikasi Siks-Ng Dan SIRT Serta [miskin dengan apliasi | Kab. Kep. | 2 Aplikasi 2 Aplikasi dan
06 | 05| 202| 02 il siks ng dan SLRT Se,ayaf Lo tWep| 150,000,000 e 175,000,000
serta WEB dinas
sosial
Fasilitasi Bantuan Sosial Jumlah Lanjut Usia Terlantar,  |Jumlah Lanjut Usia
Kesejahteraan Keluarga Penjandang Disabilitas Dan Terlantar, Penjandang
Anak Yatim Piatu Yang Disabilitas Dan Anak | ap. Kep.
06 | 05)202f 03 Mendapatakan Bantuan Yatim Piatu Yang Selayar 1000 KK 3,850,000,000
Tunjangan Hidup Mendapatakan
Bantuan Tunjangan
fidia
Fasilitasi Bantuan Pengembangan  [Jumlah Korban Bencana Yang  [Jumlah masyarakat Kab. Ke
06 [ 05202 04 |Ekonomi Masyarakat Mandapatkan Bantuan Ekonomi |Yang Mendapatkan S I. P 30 Orang 150,000,000
Bantuan Ekonomi i
0_5 06 ;g:&ﬂ:r HENANGARAN . ?36.009,000 = 1,510,000,000
Perlinduangan Sosial Korban Terlaksananya Perlinduangan
06 | 06| 2.01 Bencana Alam Dan Sosial Sosial Korban Bencana Alam 200,000,000 1,160,000,000
Kabupaten/ Kota Dan Sosial Kabupaten/ Kota
Penyediaan Makanan Jumlah Korban Bencana Yang |Korban Bencana
06 | 06| 201| 01 mendapatkan Bantuan feb KoP1 45Kk | 100,000,000 200K Korban! 260,000,000
Permakanan yar necna
Penyediaan Sandang Jumlah Korban Bencana Yang |Korban Bencana Kab.Ke
02 Mendapatkan Bantuan Sandang Seliayaf‘ 26 KK 50,000,000 100 KK 250,000,000
03 Penyediagn Tempat Penampungan |Jumlah Korban BgncanaiOrang Korban Bencana Kab. Kep. 15 KK 50,000,000 100 KK 350,000,000
Pengungsi Terlantar Yang Ditampung Selayar
04 :ananganan Khusus Bagi Kelompok [Jumlah Keluarga Rentan Yang |Korban Bencana Kab.:Kep. 35 Orang 150,000,000
entan Mendapatkan Bantuan Selayar
Pelayanan Dukungan Psikososial ~ |Jumlah Korban bencanayang |Korban Bencana Kab.\Ke
05 mendapatkan dukungan Sellayaf‘ 100 KK 150,000,000




Peyelenggaraan pemberdayaan

Terlaksananya

masyarakat terhadap Peyelenggaraan
06 | 08| 2.02 kesiapsiagaan bencana pemberdayaan masyarakat 136,000,000 350,000,000
kabupaten/kota terhadap kesiapsiagaan
bencana kabupaten/kota
Koordinasi, Sosialisasi dam Jumlah anggota Taruna Siaga  |Taruna Siaga Bencana Kab. Ke
06 | 06| 2.02| 01 |pelaksnaaan taruna siaga bencana |(Bencana (TAGANA) yang (TAGANA) S I' P-1 1 Tahun 136,000,000 100% 200,000,000
mendapatkan tali asih Ry
Koordinasi,Sosialisasi dan Peanunjang operasional Taruna Siaga Bencana
05 | 061 202| 02 |Pelaksanaan Kampung Siaga Sosialisasi dan Pelaksanaan  |(TAGANA) Kab. Kep. 6 Kec 150.000.000
Bencana Kampung Siaga Bencana Selayar i
6 |07 m“:ggihomn TAMA o _-_5,20,000',000 30,000,000
Pemeliharaan taman makam Terlaksananya Pemeliharaan
06 | 07| 2.01 pahlawan nasional kabupaten/kota |{taman makam pahlawan 20,000,000 30,000,000
nasional kabupaten/kota
Rehabilitasi sarana dan prasarana  |Rehab Pagar TMP Taman makam Kab, Ke
06 | 07 2.01| 01 |taman pahlawan nasional pahlawan NG
Selayar
kabupaten/kota
Pemeliharaan Taman Makan Pemeliharaan TMP dan Taman makam Kab. Kep.
205l e e Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota |Pelaksanaan Hari Pahlawan pahlawan Selayaf 4 i




